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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesisini membahas tentang kewenangan Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala
daerah pada pemilukada serentak. Tujuannya adalah menganalisa sejauh mana kewenangan seorang
Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada daerah-daerah yang akan
melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2008 Tentang Tentang Perubahan K etiga Atas Peraturah Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearh serta peraturan terkait
lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengemukakan tentang kewenangan yang
dimiliki oleh seorang Penjabat kepala daerah serta batasan-batasan kewenangannya, atau dengan kata lain
menjelaskan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang
Penjabat dalam menjalankan tugas sekalu Penjabat yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri.
Penunjukan seorang Penjabat oleh Kementrian Dalam Negeri pada prinsipnya hanya untuk meneruskan
jalannyaroda administrasi pemerintahan pada wilayah-wilayah yang ditinggal oleh kepala daerah definitif
baik karena telah habis masa jabatan ataupun karena mengundurkan diri untuk mencalonkan kembali
sebagail kepala daerah di wilayah yang berbeda.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Thisthesistalk about the authority of Ad Interim of Local Leader that fills a vacancy of Local Leader on
Silmutaneous Regional Elections. The purpose is to analyze how far the authority of Ad Interim in aregion
that will perform the regional election based on Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang
Perubahan K etiga Atas Pearaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah and Undang ?Undang Nomor
32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah and others related regulation. The method in thisresearch is
normative juridical by using primary material of law and secondary material of law. The result of this
research propose about Ad Interim authority and limitation of authority, in other wordsit is explain about
things to do and things not to do by ad interim that choosed by Home Ministry. Indication of ad interim by
Home Ministry isto operate the government administration in the region has left by definitive local leader,
both had expired term of office or resigned to run back as Local Leader in differentregions.
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